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Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. 
Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka 
hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga 
negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang 
atau pasal dalam undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK 
memang bertugas menjaga konstitusi Indonesia agar tidak menjadi alat 
kesewenang-wenangan penguasa. Salah satu hak yang dilindungi UUD 
1945 adalah hak sebagaimana tercantum dalam pasal 28F. Hak ini dalam 
suatu peristiwa dianggap melanggar pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang 
Penghinaan dengan Sengaja terhadap Presiden. Namun, beberapa ahli 
hukum berpendapat bahwa pasal Penghinaan dengan Sengaja terhadap 
Presiden tidak lagi relevan dengan perkembangan demokrasi. MK sendiri 
melalui putusannya akhirnya menyatakan pasal 134 dan 136 bis KUHP 
bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun pasal-pasal KUHP tersebut 
sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD, namun bukan berarti tidak 
bisa dijadikan landasan dari suatu pemeriksaan persidangan. Hal ini 
bukanlah sebuah pelanggaran asas legalitas, jika tempus delicti dari suatu 
tindak pidana terjadi sebelum putusan MK.  
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